BUPATI TAPANULI TENGAH
PROVINS| SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Bab II butir D.4.a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah bahwa Belanja Tidak Terduga
digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Bab VI huruf D butir
1 poin h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa
pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Kondisi tertentu
tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan
prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau
daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pada butir 3.4.3.k.2)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.
2025 bahwa Pemerintah Daerah menyediakan alokasi
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angearan Belanja Tidak Terduga secara memadal untuk
penanganan darurat bencana dan pasca bencana;

d. bahwa berdasarkan ketentuan pada poin 4.7.1 huruf g
Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia
Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2025 bahwa pergeseran anggaran  yang
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dalam hal
terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak,
dengan  diberitahukan  kepada  pimpinan  DPRD.
Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan
sebelum perubahan APBD, ditampung dalam Perda
tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam
LRA bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah
perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD
TA 2025;

e. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor 2525/BPBD/2025 tanggal 9 Desember 2025
tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana
Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di 20 (Dua
Puluh) Kecamatan Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, ¢, d dan e di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
" Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah l’}mul dan ‘Pcmcrinmhnn
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
121, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 6943);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
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15, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenlang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
(ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang ~ Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754),

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daecrah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

16.

<

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya disingkat

2.

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah,

3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijnkan sebagai petunjuk dan
arah bagi pemerintahan dacrah dalam penyusunan, pembahasan dan
penetapan APBD.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah.

5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

6. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula
berjumlah Rp1.240.560.527.108,00 (satu triliun dua ratus empat puluh milyar
lima ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan
rupiah) bertambah Rp6.396.429.663,00 (enam milyar tiga ratus sembilan
puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam
puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.246.956.956.771,00 (satu triliun dua
ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan
ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan

rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah:

a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan
(2) Belanja Daerah:
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan
Defisit

(3) Pembiayaan :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1. Semula

2. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp 1.223.250.506.108,00
Rp (31.172.155.704,00)

Rp 1.192.078.350.404,00

Rp 1.226.407.680.984,00
Rp 9.896.429.663,00
Rp 1.236.304.110.647,00

(Rp 44.225.760.243,00)
Rp 17.310.021.000,00
Rp 37.568.585.367,00
Rp 54.878.606.367,00
Rp 14.152.846.124,00
Rp (3.500.000.000,0C
Rp 10.652.846.124,0(
Rp 44.225.760.243,0(
Rp 0,0(
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Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam bagian yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan

2. Lampiran Il Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

3. Lampiran Il Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah
Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah

4. Lampiran [V Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi

Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD

Pemberi Bantuan Sosial

1. Lampiran [

Pasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli

Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 2% Desember 2025

MASINTON PASARIBU

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 2% Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

BINSAR T.H. SITANGGANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 24
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